
 
 

 
 

    

 
 

 

 

 

 

BUPATI SAROLANGUN 
 

PROVINSI JAMBI 
 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN 
 

NOMOR   1   TAHUN 2021 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN 

NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN  

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SAROLANGUN, 
 

 

Menimbang   : a.  bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Sarolangun Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan 

Kecamatan Mandiangin Timur, perlu dibentuk perangkat 

daerah untuk melaksanakan pelayanan kepada 

masyarakat serta mewujudkan efisiensi dan efektifitas 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, 

pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam 

menyelenggarakan roda pemerintahan; 

b. bahwa untuk mewujudkan terlaksananya pelayanan yang              

efektif dan efisien perlu dilakukan penataan kembali 

terhadap Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud             dalam  huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Ketiga 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 

Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah; 
                         

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 



 

 
 

Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang 

pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3969); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 
 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah  beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 



 

 
 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6206); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015  

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015  tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 

2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun 

Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 

2018 Nomor 2); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 

Tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan 

Mandiangin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sarolangun Tahun 2020 Nomor 10); 

 

Dengan Persetujuan Bersama  
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN SAROLANGUN  
h 

Dan 
 

 

BUPATI SAROLANGUN 
 

 

 

MEMUTUSKAN: 
 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 5 

TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN 

PERANGKAT DAERAH. 



 

 
 

Pasal I 
 

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) yang telah 

beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun: 
 

a. Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun 

Tahun 2017 Nomor 10); 

b. Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun 

Tahun 2018 Nomor 2); 
 

diubah sebagai berikut: 
 

 

 

 

Pasal 3 
 

(1) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah. 

(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
 

a.   Kecamatan Batang Asai dengan Tipe A; 

b. Kecamatan Limun dengan Tipe A; 

c. Kecamatan Cermin Nan Gedang dengan Tipe B; 

d. Kecamatan Pelawan dengan Tipe A; 

e. Kecamatan Singkut dengan Tipe A; 

f. Kecamatan Sarolangun dengan Tipe A; 

g. Kecamatan Batin VIII dengan Tipe A; 

h. Kecamatan Pauh dengan Tipe A; 

i. Kecamatan Air Hitam dengan Tipe B; 

j. Kecamatan Mandiangin dengan Tipe A; 

k. Kecamatan Mandiangin Timur dengan Tipe A. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Sarolangun. 

 
 

Ditetapkan di Sarolangun 

pada tanggal 2 Juni 2021 
 

BUPATI SAROLANGUN, 

 

ttd 

 

CEK ENDRA 
 

 

Diundangkan di Sarolangun 

pada tanggal 2 Juni 2021 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, 

 

ttd 

 

ENDANG ABDUL NASER 

 
[[[  

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2021 NOMOR 1 

 

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN 

PROVINSI JAMBI: (1-28/2021) 

 

 


